
  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 349 TAHUN 2018 

TENTANG 

SERTIFIKASI IMUNISASI DASAR LENGKAP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Imunisasi dan dalam rangka penguatan 

pembangunan kesehatan terutama upaya 

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 

maka perlu meningkatkan capaian imunisasi pada 

anak balita, 

b. bahwa agar terwujudnya capaian imunisasi pada 

  

anak balita, sehingga setiap anak balita yang telah 

di imunisasi diberikan sertifikat, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang 

Sertifikasi Imunisasi Dasar Lengkap, 

Mengingat .1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822),



    

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607), 
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5612), 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3447), 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3781), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

290/ MENKES/PER/II1/2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran: 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 

tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 825), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113): 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126), 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Imunisasi ((Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559): 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SERTIFIKASI IMUNISASI 

DASAR LENGKAP. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo. 

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

masyarakat. 

. Imunisasi adalah suatu upaya untuk 

menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu 

saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit 

atau hanya mengalami sakit ringan. 

. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan 

(pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang 

berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti 

pemilikan atau suatu kejadian. 

. Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Balita 

adalah merupakan salah satu periode usia manusia 

setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua 

sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan 

perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. 
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BAB II 

SERTIFIKASI IMUNISASI 

Pasal 2 

(1) Setiap Balita yang tinggal dan/atau berdomisili di 

wilayah hukum dan administrasi Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo wajib di imunisasi dasar: 

(2) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang 

membidangi kesehatan. 

(3) Balita yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap 

diberikan sertifikat oleh Dinas Kesehatan. 

Pasal 3 

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) 

menjadi salah satu syarat bagi balita yang akan masuk 

Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Taman Kanak-kanak. 

Pasal 4 

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan 

menghalang-halangi penyelenggaraan Imunisasi dapat 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Kepala Dinas Kesehatan. 

  

  

    
 



C 

3. 

Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku 
diundangkan. 

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Bupati ini dengan penemp 
Kabupaten Gorontalo, atannya dalam 

pada tanggal 

pengundangan 
Berita Daerah 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

    
NELSON P@MMALINGO 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

AH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 

  

    NELSON PO Pp INGO 

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

IJAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR



Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 

   Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

H U. TAYEB 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR


